BAB 1V

Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan dan Kewenangan
Suami dalam Pengelolaan Harta Asal Perkawinan Pada Suku
Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab.

Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.

. Kedudukan Dan Kewenangan Suami Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan Di
Suku Bajar

Sebagaimana dinyatakan dalam bab scbelumnya bahwa suku Banjar di
Desa Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Pr;)p.
Kalimantan Sclatan memberikan otoritas penuh kepada suami dalam  hal
pengelolaan harta perkawinan (baik harta asal maupun harta bersama), schingga
isteri tidak mempunyai kuasa apapun dan hanya boleh mcngamini apa yang
dijadikan keputusan suami dalam mengclola atau mengunakan harta perkawinan.
Namun hal ini tidak berimplikasi terhadap kepemilikan maupun pembagian harta
perkawinan, yakni dimana harta bawaan maupun harta masing-masing suami
isteri yang diperoleh selama dalam masa perkawinan baik dari hibah, wasiat,
hadiah, warisan dan lainnya adalah menjadi hak masing-masing suami isteri,
scdangkan harta bersama menjadi hak bersama suami isteri yang maisng-maisng

berhak aats scparuhnya.
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B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Suami Dalam
Pengelolaan Harta Perkawinan Pada Suku Banjar
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat suku Banjar yang
memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada scorang suami untuk
mengelola harta perkawinan (baik harta asal atau bawaan maupun harta

bersama)?

Terhadap pengelolaan harta asal (bawaan) perkawinan, Pasal 87
Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang
dipcrolch masing-masing scbagai hadiah atay warisan adalah diba wah
penguasaan masing-masing, scpanjang para pihak tidak menentukan
lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Svami dan istcri mempunyai hak sepenuhinya untuk melakukan
perbuatan hukum atas haria masing-masing bcrupa hibah, hadiah,
sodaqah atau lainnya. "

Decngan demikian, menurut ketentuan Pasal 87 Kompilasi hukum Islam,
maka terhadap harta bawaan maupun harta perolchan masing-masing suami
isteri dari hadiah atau warisan adalah menjadi hak mutlak masing-masing suami
isteri untuk mengelolanya, bukan hak mutlak suami untuk mengelolanya seperti

adat pada suku Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab.

Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan.
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Hal serupa dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan sebagai
berikut :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
bawah penguasaan inasing-imasing sepanjang para pihak  tidak
menent ukan lain”.

Dcengan demikian, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan,
terhadap harta bawaan maupun harta perolchan masing-masing suami isteri dari
hadiah atau warisan adalah menjadi hak mutlak masing-masing suami isteri
untuk mengelolanya, bukan hak mutlak suami untuk mengelolanya seperti adat
pada suku Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kcc. Danau Salak, Kab.

Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan.

Demikian pula mengenai harta bawaan (asal), maka adalah menjadi hak
masing-masing suami isteri untuk mengelolanya, scbagaimana dalam Al-Qur’an

Surah An-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada scbahagian kamu lebih banyak dari schahagian yang lain.
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
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mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesvatu”

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum
Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-
masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta perolehan masing-
masing yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang
menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya
harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian
halnya bagi istri yang mencrima pemberian, warisan, dan scbagainya, berhak
menguasai sepenuhnya harta yang ditcrimanya itu tanpa adanya campur tangan

suaminya. !

Adapun terhadap harta bersama. maka pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

menyatakan :

“Suami atau isteri tanpa persctujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum
Islam, maka suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam pengelolaan harta
bersama perkawinan, tidak seperti adat Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan,

Kee. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan yang

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Ull Press, 2004, h. 21,
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memberikan hak penuh kepada suami untuk mengelola harta bersama maupun

harta asal (bawaan).

Hal serupa dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU

Perkawinan sebagai berikut :

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedva belah pihak,”

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan,
tcrhadap harta bersama, maka suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam
pengelolaan harta bersama perkawinan, tidak seperti adat Banjar di Desa
Simpang Tiga Scilan, Kcc. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan
Sclatan yang membcrikan hak penuh kepada suami untuk mengelola harta

bersama maupun harta asal (bawaan).

Demikian pula mengcnai harta bersama, maka adalah menjadi  hak
bersama suami isteri untuk mengclolanya, sebagaimana dalam Al-Qur’an Qur’an

Surat An-Nisa’ : ayat 21 yang menyatakan :
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagal suami-istri.
Dan mercka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuaf’.

Dengan demikian, adat suku Banjar yang memberikan oloritas penuh
terhadap suami untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (bawaan
maupun bersama) adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam,
Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 32, pasal 92
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dan Al-Qur’an

Qur’an Surat An-Nisa’ : ayat 21.



